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Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar danpemasukkan bagi negara dan 
daerah. Pemungutan pajak menentukan pemasukan tersebut. Untuk itu pemerintah 
berhak dengan berbagai cara dan upaya melakukan pemungutan pajak sesuai 
dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Sesuai ketentuan yang ada 
pasal 2 ayat (2) huruf j undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah 
dan retribusi daerah. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 
ditetapkan sebagai salah satu jenis pajak daerah kabupaten/kota seluruhnya 100%. 
Dan Kabupaten Bengkalis resmi mengeluarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 
2013 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan. Bengkalis 
salah satunya pilot projeck dimana mengoptimalkan peraturan baru sehingga 
penting untuk mengetahui sejauh mana efektifitas penerimaan pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan di Bengkalis. 
Penulisan ini mengunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Dimana dilakukan 
wawancara dengan kemudian diolah sehingga diproleh data. Dan juga 
manafsirkan data yang berkenan dengan fakta, keadaan yang berlangsung pada 
penulisan berlangsung. Hingga pengolahan dan analisis data sampai penarikan 
kesimpulan. Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran efektifitas 
penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P-2) di 
BAPENDA Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas pemungutan pajak bumi dan 
bangunan perdesaan dan perkotaan PBB P-2 di BAPENDA Kabupaten Bengkalis 
masih dalam kriteria Tidak Efektif dan jauh dari kritetia Efektif dilihat dari 
realisasi dan target yang ada. Namun hendaklah kefektifitas ini ditingkatkan lagi 
kedepannya.  








The effectiveness of land and building tax revenuesin the rural and urban 
sector in the Bengkalis regency Riau Province 
Oleh : Eka Putri Sumiyati 
Tax is the largest source of income for the state and region. Tax collection 
determines the income. For this reason. The government has the right in 
various ways and effots to collect taxes in accordance with existing laws and 
regulations. In accordance with the existing provisions of article 2 paragraf (2) 
letter of law number 28 of 2019 concerning rural and building taxes are set as 
one type of districk / city tax entirely 100% and bengkalis regency officialy 
issues regulations 2 of 2013 concercing rural and urban land and building 
taxes. Bengkalis is one of the pilot projects which optimizes new regulations so 
it isimportant to know the effectiveness new regulations so it is important to 
know the effectiveness of rural and urban landand building tax revenues in 
bengkalis. 
This writing uses a qualitative and descriptive apporoach. Where interviews 
were conducted with many people, they were prosessed so that data were 
obtained. Also, the managers of the data were concerned with the facts of the 
circumstances that took pleca at the time of writing. Until the research and data 
analysis reached conculusions. The purpose of this study was to provide an 
overview of the effectivaness of land and building tax revenuess for urban 
ferdera (PBB P-2) BAPENDA Bengkalis regency Riau Province  
The results of this study indicate that the effectiveness of collections land and 
building taxes in rural and urban PBB P-2 di BAPENDA Bengkalis regency is 
still within the criteria for the effective trial and is far from being effective as 
seen from the realization and target.but let the effectiveness of noodiess be 
reised again in the future.  









Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga laporan tugas akhir dengan judul 
„Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Sektor Perdesaan Dan 
Perkotaan Di Kabupaten Bengkalis Riau ‟ ini dapat diselesaikan dengan baik. 
Yang merupakan salah satu kewajiban untuk lulus dan mencapai gelar Ahli 
Madya (A.Md) dari studi program D3 Administrasi Perpajakan di Fakultas 
Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Syarif Kasim Riau. Shalawat 
dan salam semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga. 
Dan sahabat yang selalu teguh hatinya di jalan Allah. 
 Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih Kepada kedua orang 
tua tercinta dan tersayang Ibunda Epi susanti. Terima kasih yang sebesar-
besarnya untuk kedua orang tua yang telah mendidik, merawat penulis dari kecil 
sampai saat ini dengann cinta dan kesabaran yang luar biasa yang, serta 
perjuangan dan juga do’a dari orang tua, semoga ayah dan Ibunda penulis 
dirahmati oleh Allah SWT, aamiin. Dan tak lupa pula penulis ucapkan terima 
kasih kepada keluarga besar, kakek, nenek, kakak, oom, tante, sepupu, kerabat 
serta sahabat dekat penulis lainnya yang selalu memberikan motivasi dan 
semangat penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan cepat. 
Dalam penulisan laporan tugas akhir ini penulis mendapatkan bantuan 
saran. Dorongan. Bimbingan serta keterangan-keterangan dari berbagai pihak. 




1. Terima kasih penulis ucapkan kepada ibunda tercinta yaitu ibunda Evi susanti 
yang telah mendorong dan selalu memberi semanggat kepada penulis agar 
menyelesaikan TA dengan benar dan tepat.  
2. Bapak Prof. DR. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam 
Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Ibu Dr. Hj, Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu 
Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.  
5. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.HI. MA selaku Ketua Prodi D3 Administrasi 
Perpajakan Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Prodi D3 Administrasi 
Perpajakan Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 
7. Ibu Dr.Putriana, SE. MM selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak 
membantu dan meluangkan waktu dengan keramahan dan kerendahan dalam 
memeberikan bimbingan, solusi juga motivasi kepada penulis unruk 
menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
8. Ibu Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si selaku Penasehat Akademik, 
terimakasih atas nasehat serta bimbingan yang telah diberikan selama ini.  
9. Bapak serta ibu dosen yang telah banyak memberikan bimbingan serta didikan 
yang baik kepada penulis di bangku perkuliahan, sehingga penulis menjadi 
seorang yang mempunyai wawasan serta ilmu yang bermanfaat. 
10. Seluruh Staf Akademik di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 




11. Terima kasih kepada Bapak Boyke Lefino, MM dan seluruh Pegawai Bapenda 
Kabupaten Bengkalis yang telah memberikan data dan bimbingan dan 
motivasi kepada penulis, serta membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas 
Akhir ini. 
12. Terima kasih kepada Paman penuis Reno M Rahman yang telah memberikan 
semangat, nasehat, serta motivasi selalu kepada penulis dalam menyelesaikan 
Tugas Akhir ini. 
13. Terima kasih untuk Sahabatku,Amelia ripal. Fitrah Syah Balqis, Mulia wanda. 
Nadia Tri Meliana, Wan Umroh munawaroh dan semua sahabtku yang tidak 
bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah menemani hari-hariku dan 
selalu memeberikan motivasi. 
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, 
penulis mengucapkan terimakasih. 
Segala bantuan yang telah diberikan hendaknya menjadi amal shaleh dan 
mendaptkan balasan dari Allah SWT. Kepada Allah SWT jualah penulis berserah 
diri, kiranya Allah SWT selalu meridhai segala yang kita lakukan. 
Aamiin… 
 
Pekanbaru.  Juli 2021  
Penulis  
 
EKA PUTRI SUMIYATI  




DAFTAR ISI  
 
ABSTRAK .................................................................................................  i  
KATA PENGANTAR  ..............................................................................  iii  
DAFTAR ISI  .............................................................................................  vi  
DAFTAR TABEL  ....................................................................................  viii  
DAFTAR GAMBAR  ................................................................................  ix 
DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................  x 
BAB 1  PENDAHULUAN  
1.1 Latar Belakang Masalah  ................................................  1  
1.2 Rumusan Masalah  ..........................................................  5  
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan  ......................................  5  
BAB II  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  
2. 1 Sejarah singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Bengkalis  .......................................................................  6  
2. 2 Letak Geografis Kantor Badan Pendapatan Daerah 
Kabupten Bengkalis   ......................................................  7  
2. 3 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Bengkalis  .......................................................................  8  
2. 4 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Bengkalis  .....................................................  9 
2. 5 Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Bengkalis  .....................................................  10  
2. 6 Uraian tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Bengkalis  .....................................................  11 
BAB III  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK  
3. 1 Tinjauan Teori  ...............................................................  21 
3.1.1 Sejarah Pajak  ......................................................  21 
3.1.2 Pengertian Pajak  .................................................  22 
3.1.3  Tarif Pajak   .........................................................  23 
3.1.4  Sistem Pemungutan Pajak  ..................................  24 
3.1.5  Tarif Pajak  ..........................................................  25 
3.1.6 Pajak Bumi dan Bangunan  .................................  26 
3.1.7 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan  ............................................................  26 
3.1.8 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan . ....................................................  27 
3.1.9 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan  ............................................................  29 
 
 vii 
3.1.10 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan Yang di Kecualikan  ...........................  30 
3.1.11 Cara Pendaftaran untuk menjadi subjek PBB  ....  30 
3.1.12 Dasar Perhitungan PBB P-2 ................................  32 
3.1.13 Mekanisme PBB P-2 ...........................................  35 
3.1.14 Efektifitas  ...........................................................  35 
3.1.15  Efektifitas Pajak  .................................................  36 
3.1.16  Dasar Hukum Pemungutan Pajak ........................  37 
3.1.17 Ruang Lingkup Pajak Daerah  .............................  38 
3. 2 Tinjauan Praktek  ............................................................  39 
3.2.1  Daftar Nama Kabupaten yang Melaporkan PBB 
P-2 di Kabupaten Bengkalis  ...............................  39 
3.2.2 Daftar Jumlah Target dan Realisasi SPPT PBB 
P-2 diKabupaten Bengkalis  ................................  40 
3.2.3  Daftar Target dan Realisasi Penerimaan PBB P-
2 di Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2020 .......  43 
3.2.4 Daftar Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan 
PBB P-2 di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-
2020  ....................................................................  49 
3.2.5  Hambatan-hambatan yang mempengaruhi 
tingkat efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan di Kabupaten Bengkalis .....................  50 
3.2.6 Upaya-upaya mengatasi hambatan yang 
mempengaruhi tingkat Efektifitas Penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan ..................................  51 
BAB IV  PENUTUP  
4. 1 Kesimpulan  ....................................................................  53 
4. 2 Saran  ..............................................................................  54 






DAFTAR TABEL  
 
Tabel 1.1  Jumlah Target PBB P-2 yang ditetapkan DiKabupaten 
Bengkalis ..................................................................................  3 
Tabel 3.1   Pengukuran Efektifitas  .............................................................  37  
Tabel 3.2  Daftar Nama Kabupaten yang melaporkan PBB P-2 di 
Kabupaten Bengkalis  ..............................................................  39  
Tabel 3.3  Daftar jumlah Target dan Realisasi SPPT PBB P-2 di 
Kabupaten Bengkalis  ..............................................................  40 
Tabel 3.4   Daftar Jumlah Target dan Realisasi peneriman PBB P-2 di 
Kabupaten Bengkalis tahun 2016 .............................................  43 
Tabel 3.5   Daftar Jumlah Target dan Realisasi peneriman PBB P-2 di 
Kabupaten Bengkalis tahun 2017 .............................................  44 
Tabel 3.6 Daftar Jumlah Target dan Realisasi peneriman PBB P-2 di 
Kabupaten Bengkalis tahun 2018 .............................................  45 
Tabel 3.7  Daftar Jumlah Target dan Realisasi peneriman PBB P-2 di 
Kabupaten Bengkalis tahun 2019 .............................................  46 
Tabel 3.8  Daftar Jumlah Target dan Realisasi peneriman PBB P-2 di 
Kabupaten Bengkalis tahun 2020 .............................................  48 
Tabel 3.9 Daftar Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan PBB P-2 di 










DAFTAR GAMBAR  
 
Gambar 2.1  Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 





















1 1 Surat izin Penelitian  
1 2 Surat Bimbingan hasil Penelitian  
1 3 Surat Balasan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis  
1 4 Surat perizinan dari dinas penanaman modalterpadu satu pintu kabupaten 
bengkalis  


















1.1 Latar Belakang  
 Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan 
pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia. Sumber daya 
alam. Dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang 
diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non-pajak. Pajak merupakan salah 
satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya penglelolaan 
pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemeerintah.  
 Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara 
lain diproleh dari pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak bumi dan bangunan 
merupakan salah ssatu factor pemasukan bagi negara yang cukup potensial  dan 
berkontribusi terhadap pendapatan negara. Strateginya pajak bumi dan bangunan 
tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang 
berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia (NKRI).  
 Berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan 
retribusi daerah yang baru, bahwa selama ini PBB merupakan pajak pusat. Namun 
hampir seluruh penerimaanya diserahkan kepada daerah. Pengertian PBB menurut 
Undang-undang PBB adalah iurang yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang 
kekuasaan, penyewa, dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. 
Pengertian bumi disini adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang 






secara tetap pada tanah dan atau perairan dan digunakan sebagai tempat tinggal 
atau tempat usaha. Meskipun PBB memiliki nilai rupiah kecil dibandingkan 
dengan pajak pusat lainnya tetapi memiliki dampak yang luas, sebab hasil 
penerimaan PBB di kembalikan untuk pembngunan daerah yang bersangkutan.  
 Kebijakan pemerintah yang mengatur pajak bumi dan bangunan (PBB) 
tercantum dalam undang-undang nomor 12 tahun 1994 tentang perubahan atas 
undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. 
Kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah antara lain adalah menetapkan 
target-target yang harus dicapai oleh daerah ditingkat bawahnya. Sampai dengan 
tingkat desa/kelurahan. Dimana pemungutan di tingkat desa/kelurahan merupakan 
ujung tombak dari kegiatan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) secara 
keseluruhan. Karena ditingkat desa/kelurahan para petugas pemungut akan 
berhadapan langsung dengan wajib pajak.  
 Hal yangmendasar dan yang sangat penting dalam penarikan pajak bumi 
dan bangunan di sektor perdesaan dan perkotaan didasarkan pada fakta, bahwa 
dalam melaksanakan tugas-tugasnya pemerintah mebutuhkan biaya yang sangat 
besar dalam rangka mensukseskan pembangunan yang telah berjalan. Untuk 
mendapatkan biaya tersebut dapat ditempuh dengan berbagai jalur. Antara lain 
dengan penarikan pajak.  
 Kabupaten Bengkalis terdiri dari 11 kecamatan dan 19 kelurahan dan 136 
desa. Dengan luas wilayah 6.975,42    dan jumlah penduduk 537.142 jiwa. Data 




dan Perkotaan. Maka Pemerintah Harus mengoptimalkan Penerimaan Daerah. 
Khususnya di pajak bumi dan bangunan.  
Tabel 1. 
Jumlah Target PBB P-2 yang ditetapkan DiKabupaten Bengkalis 
















Sumber data : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2020 
 Efektifitas pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dimaksudkan 
disini adalah seberapa jauh pencapaianya target potensi pajak bumi dan bangunan 
yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Kabupaten Bengkalis dengan realisasi 
penerimaan pajak bumi dan bangunan. Secara sederhana dapat dikatakan. Apakah 
potensi dan target pajak bumi dan bangunan yang sudah ditetapkan Kabupaten 
Bengkalis sudah terlaksana dengan baik atau belum.  
 Pajak ini merupakan potensi pajak yang harus terus digali dengan 
menambah penerimaan daerah dikarenakan objek pajak ini adalah bumi dan 
bangunan yang jelas sebagian besar masyarakat memilikinya. Hanya saja 
pemungutan PBB sering kali mendapatkan hambatan. Baik mulai sosialisasi 
kepada masyarakat yang kurang pemahaman. Masyarakat yang sempit mengenai 
pajak sampai pada metode pemungutanya  yang kurang efektif dan efisien dan 
lain sebagainya. Pajak bumi dan bangunan perlu dilakukan dalam rangka 
membuat pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan wajib pajak.  
 Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diproleh  




kekurangannya yang ada  didalamnya terutama masih rendahnya partisipasi 
masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menjadi 
kewajibanya. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peran yang cukup besar 
bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan. Sehingga perlu ditangani dan 
dikelola lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan mampu 
menuju tertib administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam pembiayaan pembangunan.  
 Upaya untuk memperlancar penerimaan pajak bumi dan bangunan para 
aparatu/petugas juga mempengaruhi tercapai atau tidaknya trget pendapatan pajak 
bumi dan bangunan. Dimana untuk memperlancar penarikan dan pemungutan 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diperlukan aparatur yang berkualitas karena 
para petugas adalah para pelaku yang terlibat langsung dalam proses pemungutan 
pajak bumi dan bangunan (PBB)  
 Untuk itu, pemungutan pajak harus berjalan efektif melalui sistem dan 
prosedur pemungutan pajak yang benar. Hal tersebut dimasukkan agar pendapatan 
daerah dari sektor pajak khususnya pajak bumi dan bangunan (PBB) dapat 
memaksimalkan sehingga pembangunan  didaerah yang bersngkutan dapat 
terlaksana dengan baik . 
 Berdasarkan hal diatas. Maka Peneliti tertarik untuk meneliti tentang 
pelaksanaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Judul Penelitian : 
“Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Disektor Perdesaan dan 





1.2 Rumusan Masalah  
Dari latar belakang yang telah dijelaskan maka penulis merumuskan 
masalah. Yakni: 
1. Apakah Efektif Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Sektor 
Perdesaan dan Perkotaan Dikabupaten Bengkalis Provinsi Riau  
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  
A. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk : 
1. Mengetahui seberapa besar tingkat efektifitas penerimaan Pajak Bumi 
dan Bangunan di sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten 
Bengkalis Provinsi Riau  
B. Manfaat dari penelitan ialah  
1. Bagi peneliti  
Merupakan kesempatan untuk berlatih menerapkan teori yang diproleh 
di bangku kuliah yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan. 
Serta merupakan tambahan ilmu pengetahuan dari dunia kerja yang 
sesungguhnya. Sehingga bagi penulis dimasa yang akan dating  
2. Bagi pihak lain  
Untuk memberi informasi dan menambah pengetahuan serta sebagai 










GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH 
KABUPATEN BENGKALIS 
 
2.1  Sejarah Singkat Berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Bengkalis  
Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor  12 
Tahun 1956 lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956 dengan ibu kotanya 
Bengkalis, saat ini kabupaten Bengkalis merupakan salah satu dari 12 
kabupaten/kota di provinsi Riau. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis 
berdiri pada tanggal 24 maret tahun 1999. Lalu pada tanggal 1 Januari 2016 Dinas 
Pendapatan Daeraah Kabupaten Bengkalis berubah nama menjadi Badan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kabupaten Bengkalis 
sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan peningkatan pengolahan 
Penerimaan Daerah yang optimal dan professional serta didukung dengan peran 
aktif Masyarakat berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan masyarakat 
sesuai Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak, baik dari 
pemungutan maupun manfaat maka perlu di Edukasi mengenai pajak serta  
dilakukan sosialisasi secara terus menerus memlauli berbagai media informasi 
baik melalui media cetak, media elektronik, maupun media masa. Dengan tujuan 
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat/ Wajib pajak/ Wajib 






dan retrebusi daerah terdapat 11(sebelas) jenis pajak yang menjadi Kewenangan 
Kabupaten/Kota untuk memungut antara lain sebagai berikut: 
1. Pajak Hotel  
2. Pajak Restoran  
3. Pajak Hiburan  
4. Pajak Reklame  
5. Pajak penerang Jalan  
6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan  
7. Pajak Parkir  
8. Pajak Air Tanah  
9. Pajak Sarang Burung Walet  
10. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  
Badan Pendapatan Daerah mencoba untuk menambah fasilitas internet 
diperusahaanya walaupun saat itu tempat internet terlalu dekat di Kota Bengkalis, 
Dari Fasilitas internet perusahaan bisa mencari informasi mengenai perusahaan 
maupun pengiriman data penting agar memudahkan melakukan pengiriman 
dengan mudah dan cepat.  
2.2  Letak Geografi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Bengkalis  
 Letak geografis kantor badan pendapatan kabupaten Bengkalis adalah: 
a) Sebelah Timur Berdasarkan dengan jalan Jend.Sudirman 
b) Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Kartini 
c) Sebelah utara berbatasan dengan jalan Gajah Mada 




2.3 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis  
 Visi  
Terwujudnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Sebagai 
institusi Pemerintahan Meningkatkan pengelolahan Penerimaan Daerah 
yang Optimal dan Profesional dengan peran aktif Masyarakat. 
 Misi  
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi Badan Pendapatan Daerah 
adalah sebagai berikut: 
1) Meningkatkan sistem prosedur administrasi pajak dan retrebusi 
daerah yang tertib  
2) Meningkatkan keoordinasi dengan stakeholder intansi lain dan 
masyarakat  
3) Meningkatkan professional dan kemampuan aparatur pengelolaan 
penerimaan daerah  





2.4  Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis  





2,5 Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis  
(1). Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah, Terdiri dari : 
A. Kepala  
B. Secretariat, terdiri dari : 
1) Sub bagian Penyusunan program  
2) Sub bagian Umum dan Kepegawaian: dan  
3) Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan  
C. Bidang Pendataan dan Penetapan, Terdiri dari: 
1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan  
2) Seksi Bidang Penilaian  
3) Seksi Bidang pengelolahan data dan informasi   
D. Bidang penerimaan dan pembukuan, terdiri dari: 
1) Sub bidang Dana Bagi Hasil  
2) Sub bidang pembukuan PBB-P2 dan BPHTB 
3) Sub bidang pembukuan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah  
E. Bidang penagihan dan keberatan, terdiri dari: 
1) Sub bidang Penagihan  
2) Sub bidang keberatan dan pengurangan 
3) Sub bidang pemeriksaan  
F. Bidang Pengendalian dan Pengembangan, terdiri dari: 
1) Sub bidang analisa dan pendapatan  
2) Sub bidang pengembangan dan perundang-undangan  




G. Unit Pelaksanaan Teknis  
H. Kelompok jabatan fungsional  
(2). Bagan Susunan Organisasi Badan Pendapatan daerah sebagaimana 
tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
peraturan ini. 
 
2,6 Uraian Tugas dan fungsi  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Bengkalis  
A. Kepala  
1. Kepala mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan 
penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang 
pendapatan daerah  
2. Kepala dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayata 
(1) menyelengaarakan fungsi: 
a. Perumusan kebijakan daerah dibidang pendapatan daerah  
b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pendapatan daerah  
c. Pengkoordinasi penyedian infrastruktur dan pendukung di bidang 
pendapatan daerah  
d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendaptan 
daerah  
e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelengaraan 
di bidang pendapatan daerah  
f. Penyelengaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang 




g. Pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah  
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 
B. Secretariat  
1. Secretariat mempunyai tugas memimpin, mengkeoordinasikan dan 
mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan, 
penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, 
perlengkapan, umum dan kepegawaian. 
2. Secretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat(1) menyelengarakan fungsi : 
1. Penyusun rencana, program, evaluasi dan pelaporan: 
2. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga Badan 
Pendapatan Daerah  
3. Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta 
penataan asset  
4. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi 
dan hubungan masyarakat 
5. Pelaksanaan urusan hokum, organisasi dan hubungan masyarakat  
6. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelengaraan tugas-tugas bidang 
7. Susunan organisasi secretariat trdiri dari : 
1. Sub bagian penyusunan program  
a. Mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, 
kebijakan,pedoman,dan petunjuk teknis serta layanan dibidang 




b. Bertugas merencanankan kegiatan Sub Bagian Penyusunan 
Program. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan.mencri.mengumpulkan.menghimpun. 
mensistematisasikan dan mengolah data.menginventarisir 
permasalahan-permasalahan.menyiapkan bahan penyusun 
kebijakan.melakukan koordinasi dan singkronisasi 
kegiatan.membuat laporan dan melaksnakan tugas lain yang 
diberikan oleh secretariat baik secara tertulis maupun lisan 
sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas pada secretariat  
2. Sub bagian Umum dan Kepegaawaian  
a. Mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, 
kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta ayanan dibidang  
umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
3. Sub bagian keuangan dan perlengkapan  
a. Mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, 
kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang 
keuangan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
C. Bidang pendatan dan pendaftaran 
1. Bidang pendataan dan pendaftaran mempunyai tugas memimpin. 
Merencanakan. Penyusunan. Melaksanakan. Mengkoordinir. 




pendaftaran, Bidang pendataan dan pendaftaran dalam menjalankaan 
tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyelengaarakan fungsi : 
a) Perumusan kebijakan teknis pendafaran, pendataan, dan penetapan 
pajak daerah: 
b) Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak menghimpun 
dan mengolah data objek dan subjek pajak daerah  
c) Penyusunan daftar induk wajib pajak daerah  
d) Perhitungan dan penetapan pajak derah dan retribusi daerah  
e) Pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat 
perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan, penetapan 
pajak daerah  
f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala sesuai dengaan 
tugas dan fungsinya, Susunan organisasi Bidang Pendataan dan 
Pendaftaran, Terdiri dari  
a) Sub Bidang Pendaftaran  
b) Sub bidang penilaian  
c) Sub bidang pengolahan data dan informasi  
D. Bidang Penerimaan Dan Pembukuan  
1. Bidang penerimaan dan pembukuaan mempunyai tugas memimpin, 
merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, 





2. Bidang penerimaan dan pembukuan dalam menjalankan tugas dan 
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayata (1) menyelengaraakan 
fungsi: 
a) Perumusan prosedur pembukuan dan pelapor pendapatan daerah  
b) Pelaksanaan pencaatatan penerimaan pajak daerah dan retribusi 
daerah kedalam daftar jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta 
serta DHKP PBB P-2 
c) Pelaksanaan koordinasi pemungutan PBB P-2 
d) Pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan 
pajak dari pemerintah pusat dan provinsi  
e) Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah  
f) Pelaksnaan tugas lain yang diberikan oleh kepala sesuai dengan 
tugas dan fungsinya  
3. Susunan organisasi Bidang penerimaan dan pembukuan, terdiri dari  
a. Sub bidang dana bagi hasil  
b. Sub bidang pembukuan PBB-P2 dan BPHTB  
c. Sub bidang pembukuan pajak daerah da nretribusi daerah  
E. Bidang Penagihan dan Keberatan  
1. Bidang penagihan dan kebratan mempunyai tugas memimpin, 
merencanakan ,penyusunan, dan melaksanakan, mengkoordinir, 





2. Bidang penagihan dan keberatan dalam menjalankan tugas dan 
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menyelengarakan 
fungsi : 
a. Perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan 
keberatan  
b. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan 
pendapatan daerah lainya serta melakukan penghapusan tunggakan  
c. Pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan penguraangan. 
Pembetulan. Pembatalan. Pengurangan/penghapusan sanksi 
administrasi. Restitusi. Kompensasi dan permohonan banding  
d. Pelaksanaan pemeriksaaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanaakan 
peraturan perundang-undangan  
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala sesuai dengan 
tugas dan fungsinya  
3. Susunan Bidang Penagihan dan Keberatan  
a. Sub bidang penagihan  
b. Sub bidang keberatan dan pengurangan  
c. Sub bidang pemeriksaaan  
F. Bidang pengendalian dan pengembangan  
1. Bidang pengendalian dan pengembangan mempunyai tugas 




mengkoordinir.  mengevaluasi. Dan mengendalikan fungsi dibidang 
pengendalian dan pengembangan 
2. Bidang pengendalian dan pengembangan dalam menjalankan tugas 
dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelengarakan 
fungsi : 
a. Perumusan kebijakan pengembangan dan evaluasi pendapatan 
daerah  
b. Perumusan kebijakan teknis penigkatan penerimaan pendapatan 
daerah  
c. Pembinaan teknis operasional kepada satuan kerja perangkat 
daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan 
daerah lainya : 
d. Pelaksanaaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepada  
3. Susunan bidang pengendalian dan pengembangan  
a. Sub bidang analisis dan pendapatan  
b. Sub bidang pengembangan dan perundang-undangan  
c. Sub bidang evaluasi pemantauan  
G. Unit pelaksanaan teknis  
1. Pada badan dapat dibentuk unit pelaksanaa teknis (UPT) berdasarkan 
kebutuhan dn beban kerja  
2. UPT adalah Unit Pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan penunjang yang mempunyai wilayah 




3. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada kepala badan dan secara operasional 
berkoordinasi dengan camat  
4. Pembentukan UPT ditetapkan dengan peraturan Bupati dengan 
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
H. Kelompok jabatan fungsional  
1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam 
jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlianya  
2. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional 
senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala  
3. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat. Jenis dan 
beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku  
4. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
I. Eselonering  
Jabatan eselonering pada badan pendapatan daerah. Terdiri dari : 
1. Kepala adalah jabatan eselon II/b 
2. Sekretaris adalah jabatan eselon III/a 
3. Kepala bidang pada badan pendapatan daerah adalah jabatan eselon 
III/b  
4. Kepala sub bagian dan sub bidang pada badan pendapatan daerah 




J. Tata kerja  
1. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala. Sekretariat. Kepala Bidang. 
Kepala sub bagian. Kepala sub bidang. Jabatan fungsional dan kepala 
UPT wajib melaksanakan prinsip koordinasi integrasi dan 
sinnkronisasi secara vertical dan horizontal.  
2. Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan badan bertanggung 
jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing 
dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahanya  
3. Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan badan, wajib 
mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan 
masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya  
K. Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan  
1. Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil 
Negara (ASN) yang memenuhi syarat dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku  
2. Secretariat. Kepala bidang. Kepala sub bagian. Kepala sub bidang. 
Kepala UPT dan jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh 
bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku  
3. Pengangkatan kepal. Secretariat. Kepala bidang. Kepala sub badian. 
Kepala sub bidang kepala UPT dan jabatan fungsional. Perlu 
diberhentikan persyaratan umum kepangaktan serta  kecakapan dan 




L. Pembiyaan  
1. Pasal 30: Sumber-sumber pembiayaan badan dibebankan kepala 
Anggaran pendapatan dan belanja daerah, subsidi atau bantuan 
pemrintah pusat dan bantuan dari lembaga lain yang sah diluar 
pemerintah daerah dengan persetujuan Bupati sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
2. Pasal 31: Pada saat peraturan Bupati ini dinyatakan berlaku, Pejabat 
yang lama tetap melaksnakan tugas dan fungsinya sampai dilantikkan 
pejabat yang baru  
3. Pasal 32: Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka segala 
ketentuan yng mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan 























4.1 Kesimpulan  
Dari hasil Analisis dan Pembahasan dapat Diambil Kesimpulan Sebagai 
Berikut: 
1. Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan 
Perkotaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis 
dan Realisasi Penerimaanaya dari Tahun 2016-2020 selalu mengalami 
kenaikan akan tetapi dilihat dari hasil Penelitian Persentase Efektifitas 
PBB P-2 dari tahun 2016-2020 masih jauh dari Kriteria “Efektif”  dalam 
Kata lain setiap tahun nya mengalami Persentase yang kriterianya “Tidak 
efektif” 
2. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi Tingkat efektif Penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis adalah: 
a. Kurang nya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak dalam membayar 
pajak 
b. Factor perekonomian masyarakat yang kurang/ tidak mampu 
membayar pajak 
c. Masih ada wajib pajak yang membelumbayar atau melunasi pajak 
terutangnya  
d. Kurang efektif nya petugas desa dalam menjalankan tugasnya  






3.  Upaya-upaya untuk mengatasi Hambatan-hambatan yang mempengaruhi 
tingkat Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah: 
a. Melakukan pembinaan dan monitoring untuk mendata objek pajak 
secara langsung  
b. Pemerintah mengusahakan memberikan keringanan kepadaa wajib 
pajak yang perekonomiannya menengah kebawah  
c. Memberikan sanksi kepada wajib pajak yang terlambat dalam 
membayarkan pajaknya  
d. Melakukan pemeriksaan secara ketat dan rutin kepada Petugas dan 
perangkat desa untuk terusmengoptimalkan menjalankan ketertiban 
dalam membantu penerimaan PBB P-2 agar efektif  
e. Pemerintah merekrut tenaga honorer yang disebut dengan tenaga 
adidaya  
  
4.2 Saran  
1. Sebaiknya BAPENDA kabupaten Bengkalis lebih meningkatkan 
penyuluhan kepada masyarakat / wajib pajak. Sehinggawajib pajakdapat 
membayar pajak tepat pada waktunya.  
2. Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penarikan PBB dapat 
dilakukan dengan cara antara lain : 
a. Meningkatkan kinerja petugas agar lebih aktif memberikan 
pelayanan kepada wajib pajak  
b. Memberikan pelayanan yang mudah dnatidak berbelit-belit kepada 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA PEGAWAI DI BADAN 
PENDAPATAN  DAERAH KABUPATEN BENGKALIS 
 
1. Apakah Pajak Daerah pada tahun 2016-2020 sudah mencapai target yang 
ditetapkan? 
2. Apa hambatan-hambatan pajak daerah tidak mencapai target? 
3. Apakah Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh ke pendapatan asli daerah ? 
4. Apa sajaupaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah? 
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